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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMORZ¥ TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Jenimbang . a.  bahwa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi

Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan Perundang-
undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum, menegaskan tata cara pemungutan
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b, dan dalam
rangka pengaturan dan pemberian pelayanan parkir di tepi jalan
umum serta untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara
pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di
Kabupaten Sintang;

d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b
huruf ¢ di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Sintang;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tirgkat |l Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesiq Tahun 19_53 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NO_mor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

981 tentang Huku

_Undang Nomor 8 Tahun 1¢ _ m Acara

2. [LDJ;::IC:]T;Q (llj_gmba?ran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegiq

Nomor 3209)'
3. Undang~Undang



10.

11.

12.
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Undang-—Undang Nomor 28 Tahun 1998 mﬂta:?'
Eanyellanggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas ?;.uk
: 'DTLI‘PS-I,.I Kolusi, Dan MNepoteisme {Lembaran Megara o
ndane?ra Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nogie
Repubilik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentand
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negard
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840):

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5'?49,:’i

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig

Nomor 5038).
13. Undang-Undann
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Und Lembaran Negara Republlk

Indonesia Tahun 2011 ingan (am Lembaran
om 82, Tambahan

Negara Republik Indo -

nesia Nomor 5234);

F‘eraturan p‘emerintah N ntang
omor 58 Tahun 2005 tentai

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Ihr;donesla Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

egara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
F'edmr!an Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Megara Republik Lichobsmns
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo? 45493;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pem!:'agia“ Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714):

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741):

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Penempatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Sintang
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang MNomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah: Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

rah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
tF;?‘rtztl:J;ag uiiflﬂﬂ Organisasi Perangkat _Daerah Kabupaten
Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang TahunIEUﬂB
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Normor é} sepagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran

h Kabupaten Sintand Tahun 2013 Numorl 5, Tambahan
E:rirbaamn Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

23. Peraturan,
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Peraturan Daerah Kab i | -
; upaten Sint or 4 Tahun
E:;tmng Retribusi Jasa Smum ‘?ﬂi’;’%gg’ga rah Kabupaten
K bang Tah:_m 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
abupaten Sintang Nomor 4):

PERATURAN BUPATI TENTANG NAAN
TATA CARA PELAKSA
MUNGUTAN RETRIBUS| PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI

KABUPATEN SINTANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Sintang;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Sintang;
Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;

Badan adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha
dibidang pelayanan parkir yang telah mengadakan perjanjian
kerjasama pengelolaan tempat parkir ditepi jalan umum yang
telah ditentukan dengan memungut retribusi sesuai ketentuan
yang berlaku;

Perseorangan adalah orang pribadi yang telah mendapatkan
izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir di tepi
jalan umum yang telah ditentukan dengan memungut retribusi
sesuai ketentuan yang berlaku;

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum
yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak
bersifat sementara danfatau ditinggalkan pengemudinya:

Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi laly
lintas umum;

Pengelola  Parkir adalah orang atau badan yan
men?relenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang
telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;

i diberikan kepercaya
Juru Parkir adalah orang yang ¥aan oleh
pengelola Parkir yang yang tugasnya adalah untuk mengatyr
keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan
memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir;

12.Ramby .
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(1)
(2)

(3

f)

12. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk

: imat
Pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalima
iiaruatau Perpaduan "_u'gng beprfungsi sebagai pglringatan,
arangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna parkir |

13. Marka Parkir adalah i ukaan
: suatu tanda yang berada di perm
Jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas
kendaraan tersebut tidak bergerak;

L Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di
tepi jalan umum yang ditentukan yang harus dinyatakan
dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan;

15. Karcis adalah dokumen yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang;

16. Petugas Lapangan adalah petugas yang diberi kewenangan
untuk melaksanakan pengambilan atas hasil pemungutan
retribusi dari pengelola parkir dan menyetor ke Bendahara
Penerimaan:

17. Buku Penerimaan Pembayaran adalah pencatatan
penerimaan pembayaran retribusi oleh Petugas Pemungut
atau Petugas Lapangan;

18. Tanda Bukli Pembayaran adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi dari Petugas Pemungut / Petugas
Lapangan ke Bendahara Penerimaan;

19. Surat Tanda Setor adalah Bukti penyetoran hasil penerimaan
retribusi oleh Bendahara Penerimaan;

20. Buku Penerimaan dan Penyetoran adalah pencatatan
penerimaan retribusi berdasarkan Surat Tanda Setor oleh
Bendahara Penerimaan;

21. Surat Setoran adalah bukti penyetoran hasil penerimaan
retribusi oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas
Daerah;

BAB |l
TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR
Pasal 2

Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atay
membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sl
0° menurut arah lalu lintas.

Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umumﬁilakukan dengan membentuk
Sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30°, sudut 45° gQe
dan sudut 90°,

Pasal 3

Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut

argh laly lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah.

(2). Jalan .
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Ja]ﬂﬂ yang drperbnhhkan untuk parkir harus dilengkapn dengan rambu—r&lmbu
@ dan atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya. : kan
Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dllf!"fam -
®  dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain, kecuali di temp&
tempat tertentu.
4) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu : ;
(5 Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan
kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan,
b. Sepanjang jalur khusus pejalan kaki; .
c. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius
kurang dari 500 meter; : _
d. Pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau permber
isyarat lalu lintas;

Pasal 4

() Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas dan dapat
diikerjasamakan dengan pihak lain,

@) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perseorangan
berbentuk 1zin dan untuk Badan berbentuk perjanjian kerjasama.

(3) F'ihélf" lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perseorangan dan atau
Baagan.

} Pasal 5

(1) lzin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dikeluarkan cleh Dinas.

{2) Persyaratan lzin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut: )
a. mengajukan permohonan;
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;:
¢. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

{3y lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang.

Pasal 6

{1}  Perjanjian Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
J ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
. ) Persyaratan Perjanjian Kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut :
a. mengajukan permochonan;
b. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
' ¢. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
' d. foto copy Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP);
e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
9 Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

o Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut (Juru Parkir),
aiqm pelaksanaan pemungutan retribusi, juru parkir wajib memakaij seragam
(y Parkir beserta kelengkapannya. ) : |
ammgam untuk juru parkir berwarna jingga (Orange) dan dilengkapi dengan
W 2"but sebagai tanda pengenal.
! I:Ehngkapaa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
© Peluit;
g b Perlengkapan lain sesuai kebutuhan.

se"ﬂgam dan kelengkapan juru parkir dibuat dan disiapkan oleh Dinas.

Pasalg
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Pasal 8

k perizinan. dan Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran |

g:‘:‘ Lan"l‘-’i"a" Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

gentuk, ukuran, warna dan nomor seri karcis Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimand
ccantum dalam Lampiran Iil, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Eupat] ini.

BAB Il
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

() Setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda buki
pembayaran berupa karcis.

(2) Penerimaan pembayaran Retribusi dari Pengelola Parkir ke Petugas Lapangan
yang ditunjuk wajib dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran oleh Petugas
Lapangan.

Pasal 11

() Penyetoran penerimaan retribusi dilakukan oleh Pengelola Parkir melalui
Petugas Lapangan ke Dinas melalui Bendahara Penerimaan paling lambat 1
(satu) hari kerja dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.

(2) Penerimaan Setoran retribusi dari Petugas Lapangan wajib dicatat dalam Surat
Tanda Setor dan Buku Penerimaan dan Penyetoran oleh Bendahara
Penerimaan.

(3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas

¢ Daerah oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan
menggunakan Surat Setoran.

# Pasal 12

Bentuk, Ukuran dan Isi Buku Penerimaan Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setor,
Buku Penerimaan dan Penyetoran, Surat Seforan sebagaimana tercantum dalam
lampiran 1V, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIl dan Lampiran VIl yang
Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

E:I:is Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disediakan oleh Dinas
Ubungan Kabupaten Sintang.

Pasal 14

E‘f’&s Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebelum digunakan diporporasi terlebih

h :
e Oleh Dinag Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

\ Pasal 15




r o 000473

Pasal 15

. petribusi Pelayanan Parkir di Tepj Jalan Umum waijib disimpan dengan baik

Ks1agai bukl pembayaran dan hanya berlaku 1 (sat) kall
Pasal 16

i tidak terpakai pad h dilakukan
oq Karcis yang P | pada Tahun Anggaran sebelumnya setela
;ﬁghﬁungan dimusnahkan oleh Tim Penghapusaﬁ dengan Berita Acara Pemusnahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
sebagai Petunjuk Teknis yang belum diatur dan atau yang belum cukup diatur dalam
peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
]k
] Pazal 18
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di ~_ Sintang
pada tanggal ¥V fig 2014

BUPATI SINTANG,

i\”/ v

'f
\/(\nu_mn CROSBY
)
Diundangkan di  Sintang
pada tanggal 9  hray 2014
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG.(
" LT
F
YOSEPHA HASNAH

%ERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 3|
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_AMPIRANT ' PERATURAN BUPATI SINTANG 000474
L‘EA"C?({}AL : 92 TAHUN 2014
TENTANG oL Mo 2014

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

BENTUK IZIN PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DITEPI JALAN UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 22209 — 22293 Fax. (0565) 22209

SURAT IZIN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
Nomor : 551.2/ I DISHUB / 2014

TENTANG
PENGELOLAAN PARKIR UNTUK UMUM DI TEPI JALAN UMUM

[ Dasar ©a. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum:;

b. Peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 'Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;

c. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2014 tentang tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan
Umum Di Kabupaten Sintang.

MEMBERI IZIN :
Kepada :
Nama e
Pekerjaan D e vveees n e
Alamat D s s v o . . _
Untuk : mengelola perparkiran di tepi jalan umum di depan ............... jalan

b Dengan ketentuan sebagai berikut : L '

' 1. Parkir yang dikelola adalah parkir yang berada di tepi jalan umum; _— :
2. Pengelola parkir bertanggungjawab dan berkewajiban memberikan setpran retribusi parkir
kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang / Bendahara
Penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. ..............; .

3. Membantu menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelancaran arus lalu lintas;

| 4, Melaporkan kepada pemberi Izin apabila terjadi perubahan penanggungjawab pengelola

| selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; .

5. Masa berlaku Izin selama | (satu) tahun terhitung mulaitgl.............. e sid ... ;

6. lzin sewaktu-waktu dapat dicabut bilamana pihak pengelola tidak dapat memenuhi
kewajiban dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. ‘

Ditetapkan di Sintang

pada tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANGAV

'd
MILTON CRQSBY




LAMP'RAN o :ERATURAN BURATI SINTANG ' 000475
NOMOR ~ : 22 TAHUN 2014

GAL 4 Q

TENTANG 2014

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSl PARKIR DITEPI JALAN UMUM Di
KABUPATEN SINTANG.

BENTUK PERJANJIAN KERJAS
RETRIBUSI PAR‘:(TI?I;’IE:SEJ&CI)_I;\?SNR?; PEMUNGUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 22209 — 22293 Fax. (0565) 22209

SURAT PERJANJIAN
Nomor : 551.2 / i DISHUB.2014

TENTANG

KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun
pertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

a.  Nama T
Pekerjaan A —
NIP. T b ’
Jabatan . Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
Alamat Y - 1 |

(bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya
disebut PIHAK KE 1)

b. Nama D e e ARG
Pekerjaan s RS
Tempat/Tanggal Lahir @ ...
Alamat S i R
(selanjutnya disebut PIHAK KE II )

Pasal 1

PIHAK KE | memberikan pekerjaan kepada PIHAK KE 1 untuk mengelola dan memungut
Retribusi Parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sintang.

Pasal 2

P’HP}K KE Il menerima pekerjaan dari PIHAK KE | sebagai Pengelola dan Pemungut Retribusi
Parkir sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu).

Pasal 3

Potens; lokasi parkir sebagaimana tersebut Pgsai_1 (satu) dihitung berdasarkan struktur dan
S8Mya tarif retribusi yang ditetapkan sebagai berikut

:”garaan Roda 2 (dua) g t..Unit x Rp. 1.000- = Rp.... .

Ndaraan Mobil Sedan, pick up dan ,

enda - c..Unit x Rp. 2000- = Rp. ...
raan yang sejenis Jumiah ..., ‘ = Rp =
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Pasal 4

i sebagaimana t . up
jgly potans: BECadaims ersebut pada pasal 3 (T akat dan sangdgd
ook membenian rEtribusi parkir kepada PIHAK KE | S R R

Pasai 5

Retribusi parkir sebagaimana tersebut
o dari nilai kontrak dan 50%

gebelum berakhirnya perjanjian.

pada pasal 4 (empat) wajib dibayarkan dimuka sebesar
kekurangannya dibayar secara berangsur dengan jangka wakiu

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KE | sebagai berikut :

~ Menerima Retribusi Parkir dari PIHAK KE Il sesuai dengan ketentuan;
b. Memberikan ijin pengelolaan parkir.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban PIHAK KE Il sebagai berikut :

a. Mengelola dan memungut Retribusi Parkir di tepi jalan umum;
p. Memberikan Retribusi parkir kepada PIHAK KE | sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) dibayarkan melalui Bendahara
Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Pasal 9

Penghasilan yang diterima dari PIHAK KE Il adalah pendapatan dari pungutan Retribusi Parkir
setelah dikurangi setoran kepada PIHAK KE I.

Pasal 10

PIHAK KE Il dalam melaksanakan tugas, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
a. Menggunakan atribut yang disediakan oleh PIHAK KE I;

Bersikap sopan dan santun; ‘ '
¢ Memberikan karcis kepada juru parkir sesuai peruntukannya.

Pasal 11
PIHAK KE | berhak mengambil tindakan kepada PIHAK KE Il berupa sanksi sebagai berikut :
Peringatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran parkir;

Pemutusan hubungan kerja apabila Pihak ke e

1) Melakukan tindakan kriminalitas;
2) Secara sah dan terbukti melakukan tindakan hukum.

Pasal 12

Sy _ , iy i , o
po{:;B?Erjanjian ini dapat berubah dan diperbaiki sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan

Pasal 13 |



b
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Pasal 13

; purdt Fs!]'anjirigt r;:gabs;?gﬁ ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang
B uterhitungtanggal  sampai dengan tanggal

Pasal 14

e di?ﬁﬂ:nﬁgaﬁidt:;j;:; Sesualy hal yang mengakivatkan kerugian pada PIHAK KE |
v : a Perjanjian ini Foo n car

ma:ghap. melalui : ¥a Perjanjian ini, maka penyelesaian dilakukan denga
Kekeluargaan,

bf Jalur Hukum,

Penutup
Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal
jersebut di atas.
FERRE] FPIHAK KE I

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG - -5{--

&
MILTON CROSBY
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RANII  : PERATURAN BUPATI SINTANG k
LAMPI ¥gxggAL ::ég TAHUN 2014
TENTANG A oARa 4

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

BENTUK, UKURAN, WARNA NO | KARCIS
RETRIBUS| PA I TEPL Jor Ay

RKIR DI TEPI JALAN UMUM

16 cm R
«—

7.5cm

8,5cm

-—

 Z
F 3

ertas Putih dengan latar belakang tulisan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang (warna merah muda).
W;maj', Nomor ditulis warna merah S P o

-]
; o h
000bo1 : 000001
RETRIBUSI PARKIR 5 RETRIBUSI PARKIR
(KENDARAAN RODA DUA ) 5 ( KENDARAAN RODA DUA )
E Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No 4 Th 2012 Tanggal 26 Loy 7 cm
Rp. 1.000,- ' Apnl 2012
: Rp. 1.000,-  ( Seribu Rupiah )
Berlaku satu kali waklu masuk dan keluar kendaraan j : L Berlaku satu kali waktu masuk dan keluar kendaraan J
TAH KABUPATEN SINTANG
PEMERIN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 4
5 A
000001 ! 000001
RETRIBUSI PARKIR f RETRIBUSI PARKIR
( KENDARAAN RODA EMPAT ) : ( KENDARAAN RODA EMPAT)
! Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No. 4 Th 2012 Tanggal 26 l » 7o
Rp. 2.000,- : Aprl 2012
[ Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah )
Berlaku satu kali waktu masuk dan keluar kendaraan ] [ Berlaku satu kali waktu masuk dan keluar kendaraan j
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 4
000001 000001 3
i T
RETRIBUSI PARKIR z DA IR
(KENDARAAN RODA ENAM ) 5 ’ .
Berdasarkan - PERDA Kabupaten Sintang No_ 4 Th 2012 Tange
; Apnil 2012 anggal 20 g 7cr
Rp. 4.000,- . )
! Rp. 4.069,-  ( Empat Ribu Rupiah )
@kth waktu masuk dan keluar kendaraan E r Berlaku satu kal waktu masuk dan keluar kendaraan l
5 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG .
WMRI IPATEN SINTANG

MILTON CROSBY



I RANIV i PERATURAN BU

M Tl SINTANG 000473
WA ot SO 33 TARON 2014 J
TENTEI?L P O] 2014
G : TATA 'CARA PELAKSANAAN PEMUHGUTAHI
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM D

KABUPATEN SINTANG.

BENTI;LI;.PAH IS| BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
RIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG /-H

BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI
RETRIBUSI DITEPI JALAN UMUM

715 16—
|
I
— SETORAN
NO | HARITANGGAL | NPWRD | NAMA WAJIB OBJEK RETRIBUSI

RETRIBUS! RETRIBUSI (Rp.)

Petugas Pemungut / Petugas Lapangan

I 17 SRR S e LR e

¢WAN@T ,kﬁ:_
T—

4
MILTON CROSBY




V  : PERATURAN BUPAT

PIRAN | SINTANG
A NOMOR — : 5¥ TAHUN 2014 .
TANGGAL : 4D

TENTANG 014

0004S4d

2
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

RETRIBUS| PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI

KABUPATEN SINTANG.

. BENTUK, UKURAN DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

-

o

2l cm

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor Bukti :

Bendahara Penerima / Bendahara: Penerima Pembantu

~ PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

g TelahmenerimauangsebesarRp.'..-....................,.,...,........................,.....,...................))
b Nama i 71 o o e s S 58 T
' AAMAL 5 oy s 0 vimes sommmmms s s s 568 €535 5655 YD s st v 4538 R £ 2w e 955
4, Sebagai pEMbAYATAN & ... et et

KODE REKENING

JUMLAH (RP)

¢. Tanggal diterima uang

Bendahara penerima/
Bendahara Penerima Pembantu

Penyetor

Lemg

S Untuk Pembayaran/Penyetoran/ Pihak Ketige
Mm; Untuk Bendahara Penerima/ Bendahara Pembantu
e Arsip

————

r

UPATI SINTANG, J{

/
MILTON CROSBY

16,5 cm



NVI : PERATURA
LAMPIRA NOMOR M:E 5%'%35‘5’3?4 000451
;E:GE“L T 2014
TANG : TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

RETRIBUS! PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

BENTUK DAN IsI SU
RAT TANDA SETOR
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan "_1;_.(3 Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat
elp. (0565) 22209 — 22293 Fax. (0565) 22209

SURAT TANDA SETOR
(STS)

NI prpamarmaatoces
No. Rekening
Harap diterima uang sebesar = P

(Terbiln ) ....oooovvvinnnnnn,

Dengan rinci penerimaan sebagai berikut

NO|  KODE URAIAN RINCIAN OBJEK JUMLAH (Rp)
REKENING

Diterima Retribusi ) BB L
Diterima Retribusi ' ~ IRp. .

Diterima Retribusi Rp. .. .. =

1
JUMBAR oo i i a e s s a N e i RP: i

Uang tersebut diterimatanggal .......................

Sintang, ...

Mengetahui :
Bendahara Penerimaan

Pengguna Anggaran

———

c
MILTON CROSBY

W ‘ e



, T —
l : PIRAN Vil : PERATURAN BUPATI SINTANG < i St .

LAM NOMOR  : 2t/ TAHUN 2014
TANGGAL  : 700 i 2014
TENTANG : “TATA  CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN SINTANG.

BEHTUKRDAN IS| BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
ETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

e S

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN

TAHUN ANGGARAN .............

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

Ferim B smEsEREEEREmEASE e B
T Penarimaan Panyatoran | Ket
ggal [No. | Cara Kods ol o Tanagal | No. | Jumiah |
Bukii | Pembayaran | Reksning raian umla a9 lsts | /e
[ Rp. N
Rp. _____BL—-——-—
| | S Rp. Rp. L
| S Tomiah PONSOMARN -...cooiiminrmiinssssisentisimmnsnananrs by sassaranes Rp. | 1| Rp e
Jumlah yang disetorkan | Rp.
saido Kas di Bendahara Penerimaan | | Rp. ]
terdirl dari
a2, Tunal Rp.
b. Bank Rp.
¢ Lalnnya Rp.
Menpgetahui :
Pengguna Anggaran SINtang, «.oooeeseereasens
] Bandahara Penarimaan
b e o

{ BUPATI SINTANG. \ 3

'_

f"
MILTON CROSBY




NOMOR  : %) TAHUN 2014

TANGGAL -
TENTANG 92 Me 2014

KABUPATEN SINTANG.

BENTUK DAN IS| SURAT SETORAN
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

TATA  CARA PELAKSANAAN PEHUNGUTFL;
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

ypIRAN VIl - PERATURAN BUPATI SINTANG © §O04RI

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

| N

' ‘abatan gan tanda tangan yang menyerahkan uang

\\_

i a—l =
| SURAT SETORAN
\ NOMOR: ..............
| ZANK PEMBANGUNAN DAERA :
| BANK PE H, HARAP MENERIMA DARI :
| BENDAHARA PENERIMA DINAS PERHUBUNGAN
| KABUPATEN SINTANG UNTUK :GIRO:......................  REK. KAS DAERA
| JANGSEBESAR: Rp. ..ot (e S
| YAITU : SETORAN UANG TUNAI INCOME DAERAH SINTANG DARI
. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
|
i
' AYAT .
[ 1.07.01............. Retribusi ................ BR i
10701 Retribusi ................ o R
| 10701 Retribusi ... ..., . B e e
Jumiah........ Rp. coooviiiin,
I Sintang,
Yang Menyetor ngg tersebut diatas telah diterima
. An. Kepala Dinas Perhubungan intang, ...............
| | Kabupaten Sintang -
- Bendahara Penerimaan Pimpinan Bank Pembangunan Daerah

BUPATI SINTANG,

>

MILTON CROSBY




